








Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru 
Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah mempersyaratkan bahwa seorang kepala 
sekolah/madrasah harus memiliki sertifikat kepala sekolah.   Proses perolehan 
sertifikat kepala sekolah ditempuh melalui 2 tahapan, yakni tahapan rekrutmen dan 
tahapan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah. Program penyiapan calon 
Kepala Sekolah/Madrasah dilaksanakan secara simultan hingga akhirnya adanya 
penilaian akseptabilitas sebelum pengangkatan oleh pemerintah daerah. Penilaian 
akseptabilitas ini secara jelas diatur dalam Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 
pada bab IV  pasal 9 tentang proses pengangkatan kepala sekolah/madrasah. 
Penilaian Akseptabilitas bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan 
sekolah/madrasah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditetapkan. 
Petunjuk pelaksanaan penilaian akseptabilitas ini dirasa penting guna membantu 
pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota, kantor wilayah 
kementerian agama provinsi, atau penyelenggara  sekolah/madrasah  yang  
dilaksanakan  oleh  masyarakat  sesuai dengan kewenangannya,   dalam proses 
pertimbangan dan pengangkatan kepala sekolah/madarasah sesuai dengan tuntutan 
regulasi yang berlaku saat ini. 
LPPKS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam 
penyusunan dan pengembangan Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas 
calon Kepala Sekolah/Madrasah ini. 
 
 
Jakarta, Juli 2017 
Direktur Jenderal 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah 
kabupaten/kota dan provinsi dalam bidang pendidikan. Kewenangan tersebut 
mencakup  pembinaan  pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk penugasan 
guru sebagai kepala sekolah/madrasah. Implementasi penugasan guru sebagai 
kepala sekolah/madrasah selama ini menunjukkan  tiga kecenderungan yaitu: (1) 
adanya perbedaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)  antara daerah 
yang satu dengan yang lain, (2) belum sepenuhnya menerapkan standar kompetensi 
dan kualifikasi, dan (3) belum sepenuhnya menerapkan proses perekrutan dan 
pengangkatan kepala sekolah/madrasah secara profesional dan proporsional. 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dan Permendiknas Nomor 28 Tahun 
2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah memberikan 
acuan dalam  prosedur pengangkatan calon kepala sekolah/madrasah, 
sebagaimana dinyatakan dalam Bab 4 Pasal 9 yaitu: (1) Pengangkatan kepala 
sekolah/madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan 
pengangkatan kepala sekolah/madrasah; (2) Tim pertimbangan pengangkatan 
kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang 
dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya; (3) Tim 
pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan 
pendidikan; (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan kepala 
sekolah/madrasah, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, 
atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya mengangkat 
guru menjadi kepala sekolah/madrasah sebagai tugas tambahan.  
Melalui penilaian akseptabilitas diharapkan ketepatan calon dengan 
sekolah/madrasah di mana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan 
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terpenuhi.  Hal ini penting karena hanya kepala sekolah/madrasah   yang memiliki 
kompetensi tinggi akan mencapai hasil maksimum dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsinya. apabila ada keberterimaan dari pihak sekolah kepada yang 
bersangkutan.  
Hingga saat ini pengangkatan dan penempatan calon kepala sekolah/madrasah 
dilaksanakan belum memperhatikan faktor akseptabilitas. Kendatipun sudah ada, 
kriteria yang digunakan dalam penilaian akseptabilitas antara kabupaten/kota satu 
dengan lainnya berbeda-beda. Oleh karena itu maka petunjuk pelaksanaan 
penilaian akseptabilitas calon kepala sekolah/madrasah sangat penting bagi 
pemerintah,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten/kota,  kantor wilayah 
kementerian agama provinsi, atau penyelenggara  sekolah/madrasah  yang  
dilaksanakan  oleh  masyarakat  sesuai dengan kewenangannya 
B. Dasar Hukum 
Dasar hukum Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah adalah: 
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 
Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
8. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional 
Pendidikan; 
9. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan 
Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor  74 Tahun 2OO8 Tentang Guru. 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan; 
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah; 
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; 
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan 
Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; 
18. Peraturan Kepala LAN No. 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Diklat Fungsional; 
19. Peraturan Kepala LAN No. 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit 
Jabfung WI; 
20. Peraturan Kepala LAN No. 43 Tahun 2015 tentang Pedoman  Penetapan 
Pembayaran Honorarium yang Diberikan Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap 
Muka Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara. 
21. Permendikbud nomor 17 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah 
 
C. Tujuan 
Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas calon kepala sekolah/madarasah 
bertujuan untuk memandu dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor 
wilayah kementerian agama provinsi dan lembaga penyelenggaraan 




Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, 





E. Hasil yang diharapkan 
Adanya petunjuk pelaksanaan akseptabilitas ini diharapkan diperoleh kesamaan 
pemahaman tentang pelaksanaan penilaian akseptabilitas calon kepala 
sekolah/madrasah oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh 
masyarakat sesuai dengan kewenangannya terutama oleh Tim Pertimbangan 

























PELAKSANAAN PENILAIAN AKSEPTABILITAS 
Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah/madrasah yang 
bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah/madrasah di mana yang 
bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan. agar proses penilaian akseptabilitas 
calon kepala sekolah/madrasah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka 
dinas pendidikan kabupaten/kota dan penyelenggara sekolah/madrasah yang 
dilaksanakan oleh masyarakat, harus mengikuti beberapa langkah berikut :  
A. Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan (TPP) 
Sesuai dengan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, tentang Penugasan Guru 
sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, Bab IV pasal 9 ayat (2) dan (3) dinyatakan: 
ayat (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan 
oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau 
penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai 
dengan kewenangannya; dan ayat (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur 
pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan. Pelibatan unsur pengawas 
sekolah/madrasah dan dewan pendidikan, dimaksudkan agar dalam persiapan 
dan pelaksanaan penilaian akseptabilitas, kedua unsur ini dapat mengidentifikasi 
karakteristik satuan pendidikan dan kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar 
satuan pendidikan dimana kepala sekolah/madrasah baru akan diangkat dan 
ditempatkan.  
B. Keanggotaan Tim Pertimbangan Pengangkatan (TPP) 
Penilaian akseptabilitas dilaksanakan oleh TPP yang ditetapkan oleh pemerintah, 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara 
sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan 
kewenangannya. 
Tim pertimbangan ini sekurang-kurangnya beranggotakan 3 orang yaitu: 
1. Unsur pejabat dinas pendidikan sebagai ketua merangkap anggota; 
2. Pengawas sekolah/madrasah di wilayah sekolah binaannya sebagai 
sekretaris merangkap anggota; 




C. Tugas Tim Pertimbangan Pengangkatan (TPP) 
TPP yang diangkat oleh pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dan 
menyiapkan segala sesuatu sesuai dengan Petunjuk Penilaian Akseptabilitas. 
Koordinasi tersebut untuk melakukan persiapan, dan melaksanakan  penilaian 
akseptabilitas bagi calon kepala sekolah/madrasah yang sudah bersertifikat. 
Adapun instrumen dan panduan wawancara  dilampirkan dalam Petunjuk 
Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah/Madrasah ini. 
Secara umum tugas TPP adalah: 
1. Menyiapkan  instrumen penilaian akseptabilitas 
2. Menyelenggarakan rapat persiapan  
3. Mengidentifikasi calon kepala sekolah/madrasah yang bersertifikat dan 
satuan pendidikan yang akan dituju. 
4. Menyiapkan dan mengedarkan surat pemberitahuan kepada  calon-
calon yang akan diikutsertakan dalam penilaian akseptabilitas untuk 
menyerahkan berkas berkas yang dibutuhkan meliputi: 1). Daftar 
Riwayat Hidup (DRH); 2). Uraian tentang  visi, misi dan strategi; 
5. Melaksanakan penilaian akseptabilitas  
6. Melaporkan rekapitulasi nilai hasil penilaian akseptabilitas calon yang 
berwenang. 
 
D. Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas 
Pelaksanaan penilaian akseptabilitas bagi calon kepala sekolah/madrasah dapat 
dilaksanakan di kantor dinas pendidikan atau kantor wilayah kemenag provinsi. 
Adapun substansi sebagai rambu-rambu dalam penilaian akseptabilitas calon 
kepala sekolah/madrasah, adalah:  
1. Kesesuaian latar belakang pendidikan dan keahlian calon dengan 
karakteristik sekolah/madrasah; 




3. Kesesuaian syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai 
kepala sekolah/madrasah seperti tercantum pada Permendiknas No. 28 
Tahun 2010 Bab 2 Pasal 2. 
4. Kesesuaian pengalaman calon kepala sekolah/madrasah yang relevan 
dengan karakteristik sekolah yang dituju 
5. Kesesuaian kemampuan bahasa dan budaya calon terhadap kondisi 
sosial budaya masyarakat di sekitar sekolah. 
 















F. Kriteria dan Indikator Penilaian Akseptabilitas 
Kriteria Indikator 
1. Latar belakang pendidikan 
/keahlian; 
1. Kesesuaian bidang pendidikan formal 
(S1/S2/S3). 
2. Kesesuaian bidang pendidikan non formal yang 
pernah diikuti (Kursus-kursus, pelatihan). 
2. Pemahaman terhadap 
karakteristik dan budaya 
masyarakat sekitar satuan 
pendidikan; 
1. Kemampuan bahasa yang dibutuhkan oleh 
sekolah dan masyarakat setempat. 
2. Kemampuan bahasa Inggris. (ditunjukkan 



















3. Keluasan wawasan tentang seni dan budaya 
Indonesia. 
3. Pengalaman calon kepala 
sekolah/madrasah yang 
relevan dengan karakteristik 
sekolahnya; 
1. Pengalaman menjadi guru/pendidik pada 
sekolah yang memiliki karakteristik yang relatif 
sama. 
2. Pengalaman menjadi guru/pendidik yang 
sesuai dengan satuan pendidikan. 
3. Pengalaman menjadi wakil kepala 
sekolah/madrasah yang relevan dengan satuan 
pendidikan, kecuali sekolah dasar. 
4. Relevansi visi dan misi calon 
kasek dengan karakteristik 
sekolahnya; 
1. Relevansi visi misi dan strategi dengan 
kebutuhan pengembangan sekolah yang akan 
ditempati. 
5. Kesesuaian syarat-syarat 
guru yang diberi tugas 
tambahan sebagai kepala 
sekolah/madrasah seperti 
tercantum pada 
Permendiknas No. 28 Tahun 
2010 Bab 2 Pasal 2. 
1. Kesehatan. 
2. Tidak pernah atau sedang mendapatkan 
hukuman disiplin PNS sedang atau berat. 
3. Penilaian Kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir 
“Baik” 
4. Nilai kinerja guru dalam 2 (dua) tahun terakhir 
“Baik”. 
Catatan:  
1. Kriteria nomor 5 beserta indikatornya sebagai syarat bagi calon untuk 
dapat direkomendasikan. 
2. Unsur Sara, Gender, Difabel dan Usia tidak dijadikan bahan pertimbangan 
dalam proses penilaian akseptabilitas ini. 
 
G. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Akseptabilitas 
Prosedur pelaksanaan penilaian Akseptabilitas, diatur sebagai berikut : 
1. Anggota TPP mengumpulkan informasi tentang karakteristik satuan 
pendidikan yang membutuhkan Kepala Sekolah/Madrasah, dengan 
pembagian tugas sbb: 
a. Pengawas lebih fokus pada kondisi internal sekolah/madrasah (visi, misi 
dan strategi sekolah/madrasah, kurikulum sekolah, pendidik dan tenaga 
kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, lingkungan fisik dan  
budaya sekolah); 
b. Dewan Pendidikan lebih fokus pada informasi tentang karakteristik 
orang tua, lingkungan alam dan sosial ekonomi serta budaya 
masyarakat. 
2. Penyamaan persepsi tentang karakteristik satuan pendidikan dan masyarakat 
di sekitarnya diantara anggota TPP melalui Focus Group Discussion hasil 
pengumpulan informasi oleh TPP; 
3. TPP menganalisis Daftar Riwayat Hidup dan uraian visi, misi dan strategi 
calon-calon Kepala Sekolah/Madrasah yang akan ditempatkan untuk menilai: 
a. Kesesuaian latar belakang pendidikan dan keahlian calon dengan 
karakteristik sekolah; 
b. Relevansi pengalaman calon dengan kondisi sekolah; 
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c. Relevansi visi misi dan strategi calon dengan karakteristik sekolah 
d. Kesesuaian kemampuan bahasa dan budaya terhadap kondisi sosial 
budaya masyarakat di sekitar sekolah 
4. Menganalisis persyaratan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 
sekolah/madrasah sesuai ketentuan permendiknas nomor 28 Tahun 2010 
terutama pada aspek kesehatan, disiplin pegawai, DP3 2 tahun terakhir dan 
nilai kinerja guru 2 tahun terakhir. 
5. Membuat rekomendasi hasil penilaian akseptabilitas 
 
H. Pembuatan Rekapitulasi Hasil Penilaian Akseptabilitas 
TPP membuat rekapitulasi nilai hasil penilaian akseptabilitas calon kepala 
sekolah/madrasah berdasarkan analisis format DRH dan uraian visi, misi dan 
strategi calon yang sekaligus merupakan suatu rekomendasi nama-nama calon 
kepala sekolah/madrasah berdasarkan hasil penilaian akseptabilitas kepada 
bupati/walikota melalui dinas pendidikan.  Rekapitulasi hasil ini harus disertai 







Petunjuk  Pelaksanaan  Penilaian  Akseptabilitas  calon  kepala  sekolah/madrasah  
ini disusun sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, 
dinas  pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan kantor  wilayah kementerian  agama  
wilayah.  Petunjuk pelaksanaan  penilaian  akseptabilitas  ini memuat  ketentuan-
ketentuan  yang  harus dipenuhi  dalam  penilaian  akseptabilitas  calon  kepala  
sekolah/madrasah  untuk ditugaskan  pada  sekolah  sesuai  dengan  karakteristik  
yang  dimiliki  dengan  tetap mengacu  pada  aspek  kualitas  agar  diperoleh  kepala  
sekolah/madrasah  yang  benar-benar berkompeten.   
Keterlaksanaan petunjuk pelaksanaan penilaian akseptabilitas ini sangat tergantung 
pada komitmen pemerintah daerah, khususnya dinas  pendidikan 
provinsi/kabupaten/kota, kantor  wilayah kementerian  agama, serta  lembaga  
terkait  lainnya  di  daerah.  Berbagai instansi/lembaga  terkait  lainnya  yang  
terlibat/dilibatkan  dalam  penilaian akseptabilitas  calon  kepala  sekolah/madrasah  





Lampiran 1: Daftar riwayat hidup calon kepala sekolah/madrasah; 
Lampiran 2: Uraian singkat visi, misi dan strategi; 
Lampiran 3: Instrumen penilaian akseptabilitas; 
























Lampiran 1:    
Daftar Riwayat Hidup 
 
 
A. Data Pribadi 
1. Nama (lengkap dg gelar) :  
2. NIP :  
3. Jabatan :  
4. Pangkat, golongan ruang :  
5. Sekolah tempat tugas 
a. Nama :  
b. Alamat :  
Jalan  :  
Kab/Kota :  
Provinsi  :  
c. Telpon :  
d. Faximile :  
e. E-mail :  
f.  Website :  
6. Tempat, tanggal lahir :  
7. Alamat rumah :        
8. Nomor telpon rumah :  
9. Nomor HP  :  
10.E-mail :  
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  Pasif 
    
    
    
    
    
 
Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian 
hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan 












*)   Diisi  pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di 
sekolah, misal : wali kelas,    wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah 
urusan, kepala perpustakaan, kepala lab, dsb. 
**)   Diisi  pengalaman tugas yang pernah dilaksanakan ketika bertugas di luar 







Lampiran 2:     


































NIP. ....................................  
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Lampiran 3 :   
Instrumen Penilaian Akseptabilitas 
(Nilai ditetapkan berdasarkan dokumen: Daftar Riwayat Hidup dan Visi, misi dan 
strategi Calon Kepala Sekolah) 
Nama  Calon Kepala Sekolah  : 
Hari/Tanggal Penilaian   : 




1 2 3 4 
1. Latar Belakang Pendidikan/Keahlian; 1. Kesesuaian bidang 
pendidikan formal 
(S1/S2/S3). 
    
2. Kesesuaian bidang 
pendidikan non formal yang 
pernah diikuti (Kursus-kursus, 
pelatihan). 
    
3. Kemampuan bahasa Inggris       
2. Pengalaman calon Kepala 
Sekolah/Madrasah yang relevan 
dengan karakteristik sekolahnya; 
1. Pengalaman menjadi 
guru/pendidik pada sekolah 
yang memiliki karakteristik 
yang relatif sama. 
    
2. Pengalaman menjadi 
guru/pendidik yang sesuai 
dengan satuan pendidikan. 
    
3. Pengalaman menjadi wakil 
Kepala Sekolah/Madrasah 
yang relevan dengan satuan 
pendidikan. 
    
3. Relevansi visi dan misi calon Kasek 
dengan karakteristik sekolahnya;  
 Relevansi visi misi dan 
strategi dengan kebutuhan 
pengembangan sekolah yang 
akan ditempati. 
    
4. Kesesuaian terhadap karakteristik 
dan budaya masyarakat sekitar 
satuan pendidikan (Pertimbangan 
DRH dan informasi TPP) 
1. Kemampuan bahasa yang 
dibutuhkan oleh sekolah dan 
masyarakat setempat. 
    
2. Keluasan wawasan tentang 
seni dan budaya Indonesia. 
    
CATATAN: 
1. Penjelasan skor tingkat kesesuaian sbb; 
Skore 4 = Sangat Sesuai 
Skore 3 = Sesuai 
Skore 2 = Kurang Sesuai 




2. Norma Penilaian= 
Skor Perolehan  
Skor Maksimal   
Keterangan: skor maksimal 36 
3. Nilai Batas Minimal Rekomendasi = 75 
            
            
            
            
            
            
            
            

















X 100 =........... 
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Lampiran 4:   
 
Rekapitulasi Hasil Penilaian Akseptabilitas  















1 2 3 YA TIDAK 
1          
2          
3          
4          
5          
dst         
 
KETERANGAN: 
Pemberian rekomendasi ‘YA” apabila rata-rata hasil penilaian TPP  minimal  75 dan 
memenuhi persyaratan pendukung: 
1. Sehat jasmani dan rohani 
2. Tidak pernah atau sedang mendapatkan hukuman disiplin PNS sedang atau 
berat 
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